BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI] SELATAN

PERATURAN BUFATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang :

Meng;;':gm

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupat tentang
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan;

1.

Undang-Undang ~Nomor 29 = Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [I di
Sulaw=si (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 1822},
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941),

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5105}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemernntah Nomor 17 ‘Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lerbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan -Perundang-undangan
{Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomwor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494,;

8. Undang-Undang Momor 23 Tahun 20]4 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
3 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887, e



11. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 14G8);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tehun 2017 tentang Pedoman Pembentukan den
Kilasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negard Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor |2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

: Penyaluran 1‘unjanéan Profesi, Tunjangan Khusus
dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawal Negeri
Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 479);

14, Peraturann Dacrah Kabupaten Bpone Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Xerja Dinas Pendidikan
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 60},

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUEAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
. 1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah  yvang
memimpin peclaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.




Kabupaten adalah Kabupaten Bone.

Bupati adalah Bupat Bone.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Bone

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

8 Kepala Dinas acdalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah UPT Sckolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usahas pada UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupater: Bone,

12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok
Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Negeri
pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone,

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok

Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Negen

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone vang

melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi
berdasarkan peraturan perundang-undangen.
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BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT
Sekelah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.

{2) UPT sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dipimpin olehh Xepala UPT yang berada di bawah
dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas,

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dar:
a. kepala UPT sekolah;
b. kelompok jabatan fungsional/guru;




(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan

Peraturan Bupat ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
‘hlga-. Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam mengoordinasikandan
melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan
Sekolah Dasar Negeri.

(2) Kepala UPT dalam  melaksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1}, mempunyai
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
pengelolaan Sckolah Dasar Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan
Sekolah Dasar Negeri; :

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar
Negen,

d. pelaksaraan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi ;

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

¢. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT
untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas; i

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

€. mengikut rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya,



merumuakan dan melaksanakan kebijakan

program, keuangan, umum, periengkapan,
kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

mengoordinasikan dan melaksanakan

pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Neger:;

mengoordinasikan pelaksanaan proses
kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi
kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan dan melakganakan
pembinaan guru, tenaga fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta
membina hubungan kerjasama dan peran
serta masyarakat;

mengoordinasikan dan merumuskan
kebijakan terkait pelaksanaan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar,

. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan administrasi dan proses
kegiatan bela,jar'mcngajar;
mengoordinasikan dan menata administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan,
ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan pendidikan;
mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler;
mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan
kerjasama dengan instansi terkait dan
masyarakat;
mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan
kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
mengoordinasikan dan melaksanakan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan lembaga pemerintah dan lembaga non



w

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi UPT,

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan,

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Kepala UPT dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan
ketatausahaan, administrasi umuimn,
Kepegawaian dan keuangan, dan
melaksanalkan tugas kedinasan lan yang
diperintahkan atasan sesual dengar bidang
Lugasnya.

(4) Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi
scbagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat [3)
juga melaksanakan tugas dan fungsi Yyang
berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau
dapat menugaskan pejabat fungsional guru awau
tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan
urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional
(Guru)

Pasal 5

(1) Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT
melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan
pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

(2} Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1},mempunyai fungsi :

a,

s 800

melaksanakan penyusunan program
pengajaran,

melaksanakan penyajian program pengajaran;
melaksanakan evaluasi belajar;

melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;

menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil
belajar; .



{, membimbing siswa dalam kegiatan eksira
kurikuler;

g. .melaksanakan pembimbingan pada kelas vang
menjadi tanggung jawabnya;

h. melaksanakan pengembangan diri;

i, membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;

j, sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi
terhadap proses dan hasil belajar tingkat

sekolah,

k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan
administrasi UPT,; dan

. pelaksanaan fungs: iain yang dibenkan oieh
Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

(1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan
Fugsional/guru dan seluruh personil dalam UPT
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, seria
menerapkan prinsip hierarki, kocordinasi, kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplfikasi,
akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan
efisiensi.

{2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian
internal di lingkungan organisasinya.

(3| Kepala UPT bertanggungiawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarakan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan, =

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas,
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Satuan Organisasi di bawahnya.

(5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan
Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan
seluruh personil dalam. lingkungan UPT waijib



mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, scrta
menyampaikan laporan secara berkala danjatau
sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada
atasan masing-masing.

(7) Setiap laporan- yang diterima sebagaimana
dimksud pada ayat (6], diolah dan digunakan oleh
pimpinan sebagai bahan perumusan dan
pclaksanaan kebijakan teknis UPT.

(8) Kepala UPT dalam melaksanakan iugasnya,
melakukan pengawasan, pemantauan,
péng&ndaiian. dan evaluasi, serta melaksanakan
rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.

(9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja
sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait,
dalam rangka meningkatkan kinerja dan
mempcriancar peiaksanaan tugas dan fungsi UPT,

BAB V1
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN
Pasal 7
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2} Jabatan Fungsional/Guru diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB V11
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
Pasal 8
(1) Untuk  melaksarakan  koordinasi layanan

administrasi pada satuan pendidikan dapat
membentuk koordinator wilayah Kecamatan.

(2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana
dimaksud ayat 1 merupakan jebatan non
struktural yang dapat dijabat oleh pejabat
pengawas aiau Aparatur Sipil Negara lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangnn



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 37 TAHUN 2018
TANGGAL 31 -MEI 2018

TENTANG PEMBENTUKAN

DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEEOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH

. | NO : NAMA UPT NPSN ALAMAT KECAMATAN |
| [1 5o NEGERI 105 WELADO 40302466 | Welado | :i::::ﬁ:
| | 2_| SDNEGERI 106 PINCENG PUTE | 40302467 | J1. Masjic D .
- 2& ﬁiﬁs 6,80 POMPANUA J 40302474 | Pompanua Riattang | e
. - Ajangale
4 | SD NEGERI 107 POMPANUA | 40302488 | JL Kihejur Dewantoro |
5 | SD NECER! 108 POMPANUA ' 40302489 |Jl. Jend, :":utiirmu.r_l RN Aj.mgale 4
e NEGER! 159 POMPANUA 40302490 | J1 Soppeng Nangaie
7 1 SD NEGER! 110 POMPANUA | 40302512 | Ji. Kihajar Dewantoro |  Ajangale  {
8 | SD NEGER! 111 TELLE 40302513 | J1. Soppeng AR 1
: 9 | SDNEGERI 112 PACCIRO | 40302514 | Pacciro Ajangale i
10 | SD NEGERI 113 LEBBAE | 40302515 | Tanrung Ajangale 1
11 | SD NEGERI 114 MANCIRI . 40302516 | Manciri Ajangale 1
12 | SD NEQERI 115 OPO | 40302517 | JI. Mesjid Desa Opo Ajangale '
13 | 8D NEGERI 116 TIMURUNG | 40302518 | Timurung Ajangale |
14 | SD NEGERI 117 LEPPANGENG 40302519 | Maccading Ajangale +
15 | SD INPRES 10/73 WELADO 40302739 | Wejado | Ajangale |
16 g;) ;ng 12/79 ALLAMUNGENG ' 40302745 i;an:“pz:g l.aw& ?‘:;enn._- Ajangale
| 17 | SDINPRES 5/81 AMESSANGENG | 40302871 | Amessangeng Ajangale 1
| 18 | SD INPRES 4/82 LABISSA | 40302880 | Labissa Ajangale !
19 | SD INPRES 4/82 TIMURUNG 40302889 | Timurung Alsngaie
20 | SDINPRES 4/82 TELLE 40302891 | Lalebbe Ajangale
21 | SDINPRES 6/75 POMPANUA 40302907 | JL. Jend. Ahmad Yani Ajangale
:: :g :E .':;!; ; gmpiiinrsopma 40302920 | Pinceng Pute Ajangale
24 | SD INPRES 12/79 POMPANUA mw = S0Ppen g 2
25 __ SD INPRES 12/79 LABISSA l 403029:: -::thPoroc meone Yajo ‘. o o ;
, |26 | SDINPRES 12/79 LEBBAF, 40302970 | Le o
27 | SD INPRES 3/77 TELLE 40202550 e - s
28 | D INPRES 3/77 TIMURUNG 40302991 = -'.r e o A
29_| SO INPRES 6/80 ULAWENG RIAJA | 40302477 U | Ajangnle
[ 30 | SD NEGER! 129 WAEMPUBBU 77 | Kalakkang Amali )
40302491 | Waempui:hby , L Amali —




BAB VIl
PEMBIAYAAN

Pasal 9
aan uniuk mendukung UPT dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada txm.gga.l
diundangkan. :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Pembiay

_.-—Ditetapkan di Watampone
7 P PR " 31 wei 2018
(/@ Aty BONE

HARUNI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 ..ei 201R




